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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang
menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan sejak undang-undang
ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara
harus melaporkan dan mengumumkan harta
kekayaannya dan bersedia dilakukan
pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;

bahwa untuk mendukung tercapainya
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan
komitmen bagi Penyelenggara Negara pada
Pemerintah Kabupaten Tebo untuk melaporkan
kekayaannya,;

bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut
dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme
telah ditetapkan dengan Paraturan Bupati Tebo
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo; \
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Mengingat

o

bahwa dengan adanya perubahan penyelenggara
negara yang wajib menyampaikan LHKPN maka
perlu merubah Peraturan Bupati dimaksud,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
huruf a, b, ¢ dan d perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Tebo.

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten  Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3969);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3863);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3874);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679); &/



Memperhatikan

(e

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
74, Tamabahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

Instrukst Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor SE/01/M.PAN/02/2008 tentang
Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara untuk Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban
Penyampaian dan Sanksi atas Penyelenggara
Negara di Lingkungan Kementerian/LEmbaga
dan Pemeirntah Daerah;

Peraturan Komisi Pemberantasan  Korupsi
Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman
dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara. 5\
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MEMUTUSKAN :

Menetapakan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR

47 TAHUN 2015 TENTANG LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN} DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO.

Pasal I

Merubah beberapa ketentuan dalam Pertaturan Bupati Tebo Nomor 47
Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo sebegai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

_O.)

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo
2.

Bupati adalah Bupati Tebo;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah yang menjadi wewenang daerah otonom;

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Tebo yang menjalankan fungsi dan tugas eksekutif,
legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya
disebut LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara
Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh
KPK sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang
dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih
menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak
bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang
yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama dan setelah
memangku jabatannya. \\
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2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 2
(1} Penyelenggara Negara Wajib menyampaikan LHKPN

(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tebo terdiri dari:

Bupati Tebo

Wakil Bupati Tebo

Pejabat Struktural Eselon 11

Pejabat Eselon III sebagai Pengguna Anggaran

Pejabat Eselon III pada semua Perangkat Daerah, Pejabat

Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran.

SO o

(3) Dihapus.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo

pada tanggal, 27 __201%
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BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017 NOMOR 40
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